Dana Reklamasi Dicairkan Tanpa Pemulihan Lahan
Sidang Korupsi Jamrek CV Arjuna
Kerusakan Lingkungan Capai Rp58,54 Miliar

Sumber Gambar: KALTIM POST Selasa, 04/11/2025

Samarinda — Perkara korupsi jaminan reklamasi (jamrek) CV Arjuna bergulir perdana di
Pengadilan Tipikor Samarinda kemarin. Dua terdakwa duduk di kursi pesakitan,
mendengarkan dakwaan yang dilayangkan penuntut umum. Yaitu mantan Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi (Distamben) Kaltim kini Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM), Amrullah bersama Direktur Utama CV Arjuna, Idi Erik Idianto.

Di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Samarinda yang dipimpin Jemmy Tanjung
Utama bersama Risa Sylvya Noerteta dan Nur Salamah, Jaksa Melva Nurely mendakwa
keduanya dengan dakwaan alternatif. Di dakwaan primer, ada Pasal 2 ayat (1) juncto
Pasal 18 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui
dalam UU 20/2001. Lalu Pasal 3 dari UU yang sama di dakwaan subsider. “Keduanya
diduga secara bersama-sama mencairkan jamrek CV Arjuna Rp6,83 miliar tanpa
mereklamasi lahan sepanjang 2010-2021,” kata Melva membaca dakwaan. Dana yang
semestinya digunakan untuk pemulihan lingkungan justru menguap tanpa ada tindakan.
Kata Melva, pencairan jamrek itu tanpa kajian teknis, tanpa persetujuan kepala daerah,
dan tanpa laporan pengawasan reklamasi.

Kasus ini bermula pada 2011, ketika CV Arjuna mengantongi Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi (IUP-OP) yang membentang di tiga kelurahan, Sambutan, Pulau Atas,
dan Makroman di Kecamatan Sambutan, Samarinda. Lima tahun kemudian izin itu habis.
Sebelum diperpanjang, CV Arjuna wajib mereklamasi lebih dulu bukaan lahan hasil
eksplorasi sepanjang 2011-2014 dan menyetorkan jamrek sebesar Rp4,34 miliar.

Jaminan itu disetorkan dalam bentuk bilyet deposito' ke bank daerah. Sejak peralihan
kewenangan pertambangan ke provinsi pada 2014, jaminan tak lagi berupa bilyet
deposito. Tapi bank garansi', di bawah pengawasan Distamben atau Dinas ESDM. Di

sinilah, kata Melva membaca dakwaan, peran Amrullah muncul. Pada 24 Juni 2016,
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Terdakwa Amrullah justru menyetujui permintaan terdakwa Idi Erik Idianto yang
mengajukan peminjaman jamrek tersebut. "Terdakwa Amrullah menyetujui dan
menyerahkan surat deposito yang berisi jamrek itu," lanjut beskal' asal Kejati Kaltim itu.
Penyerahan deposito itu tak didukung administrasi yang patut. Dari tak adanya kajian
teknis terkait keberhasilan reklamasi CV Arjuna dan tanpa persetujuan tertulis dari kepala
daerah.

Uang dicairkan digunakan untuk kepentingan lain. Bukan untuk mereklamasi lahan dan
terdakwa Idi Erik Idianto tak menempatkan kembali dana jamrek yang sudah dikeluarkan.
Selain itu, terdakwa Idi Erik juga membiarkan jamrek 2015-2017 yang berbentuk bank
garansi kedaluwarsa. Tanpa perpanjangan. ESDM di bawah kepemimpinan Amrullah
bahkan tak menegur CV Arjuna atas masalah itu. Sampai akhirnya angka jaminan
membengkak jadi Rp10,4 miliar di 2017. "Meski tanpa pernah menyetorkan kembali
jamrek, CV Arjuna tetap menjalankan penggalian. Bahkan RKAB (rencana kerja dan
anggaran biaya) CV Arjuna pada 2017 tetap disetujui terdakwa Amrullah," sebut jaksa.

Di akhir 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kaltim mencatat ada kekurangan jamrek dari CV Arjuna mencapai Rpl12,3 miliar.
Sementara CV Arjuna sudah dinyatakan pailit dan tidak menjalankan kewajibannya untuk
mereklamasi bukaan lahan. Dari kasus ini, jaksa menyebut kerugian negara dalam kasus
ini senilai Rp6,83 miliar yang berasal dari jaminan reklamasi yang dicairkan dan bank

garansi yang dibiarkan hangus.

Tapi di perkara ini, penuntut umum turut menyertakan kerugian dari kerusakan tanah dan
lingkungan yang tak pernah direklamasi CV Arjuna. Sepanjang 2015-2024, bukaan lahan
CV Arjuna seluas 430,447 hektare. Sementara yang sudah direklamasi baru seluas
313.832 hektare. Penyidik Kejati Kaltim meminta akademisi dari Fakultas Kehutanan dan
Lingkungan Institut Pertanian Bogor, menghitung kerusakan lingkungan di lahan bukaan
CV Arjuna. Berbekal rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Nomor 7 Tahun 2014, hasil kerusakan lingkungan senilai Rp58,54 miliar jika dikonversi
ke rupiah. "Kerugian itu berasal dari gabungan kerugian ekologis Rp31,7 miliar, kerugian
ekonomi lingkungan Rp18,65 miliar, dan pemulihan lingkungan Rp8,13 miliar," jelas
Jaksa Melva. Atas dakwaan itu, kedua terdakwa memilih mengajukan eksespi atau

keberatan yang bakal dibacakan pada 6 November mendatang. (riz)
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Sumber berita:
1. KALTIM POST, Dana Reklamasi Dicairkan Tanpa Pemulihan Lahan Sidang
Korupsi Jamrek CV Arjuna Kerusakan Lingkungan Capai Rp58,54 Miliar,
04/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) diatur bahwa setiap orang yang secara
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling
sedikit Rp200.000.000 (dua ratur juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000

(satu milyar rupiah).

2. Pasal 3 UU 31/1999 menyatakan bahwa setiap yang dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Kkorporasi,
menyalahgunakan  kewenangan, kesempatan atau suatu  korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

3. Dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara diatur bahwa Pemegang IUP dan IUPK

wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.

4. Dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa setiap orang yang tindakannya,
usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau
mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap
lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa

perlu pembuktian unsur kesalahan.
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i Dalam situs OCBC dijelaskan, bilyet deposito adalah bukti kepemilikan atas simpanan berbentuk deposito
berjangka yang diberikan bank kepada nasabah.
(https://www.ocbc.id/article/2023/01/02/bilyet-deposito-adalah)

ii Dalam situs CIMB Niaga dijelaskan, bank garansi merupakan sebuah jaminan tertulis yang diberikan
bank kepada nasabahnya. Bank dalam hal ini berperan sebagai pemberi jaminan, sedangkan nasabah
merupakan pihak yang dijamin.
(https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/bisnis/pengertian-bank-garansi-dan-mekanismenya)

i Menurut KBBI, definisi beskal adalah jaksa
(https://www.kbbi.web.id/beskal)
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